PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOMCR 40 TAHUN 2005
TENTANG
STAF KHUSUS PRESI DEN

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang :

a. bahwa harapan rakyat |ndonesia terhadap Presiden yang dipilih
secara |angsung untuk dapat segera nenyel esai kan berbagai
per masal ahan yang di hadapi bangsa | ndonesia sangat tinggi dan
besar ;

b. bahwa untuk [ebih neningkatkan kel ancaran pel aksanaan
tugas-tugas Presiden dan dengan tiadanya Sekretaris Presiden
di pandang perlu nenbentuk Staf Khusus Presiden sebagai | enbaga
non struktural;

C. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu
mengat ur Staf Khusus Presiden dengan Peraturan Presiden;

Mengi ngat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik I ndonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nonor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok
Kepegawai an (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nonor 55, Tanbahan Lenbaran Negara Republik |ndonesia Nonor
3041) sebagai mana tel ah di ubah dengan Undang- Undang Nonor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nonor 8 Tahun
1974 tentang Pokok- pokok Kepegawai an (Lenbaran Negara Republ ik
| ndonesia Tahun 1999 Nonor 169, Tanbahan Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesi a Nonor 3890);

MEMUTUSKAN

Menet apkan :
PERATURAN PRESI DEN TENTANG STAF KHUSUS PRESI DEN

Pasal 1

Unt uk menperl ancar pel aksanaan tugas Presiden di bentuk Staf Khusus
Presi den, yang nerupakan | enbaga non struktural

Pasal 2

(1) Staf Khusus Presiden nelaksanakan tugas tertentu di |uar
tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organi sasi
departenen, kenenterian, dan instansi penerintah |ainnya.

(2) Staf Khusus Presiden sebagaimana dinmaksud pada ayat (1)
terdiri:

1. Sekretaris Pribadi Presiden;

2. Bi dang Hubungan I nt er nasi onal ;

3. Bi dang I nformasi/Public Relation;
4. Bi dang Konuni kasi Politik;
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(1)

Bi dang Hukum dan Penberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepot i sne;

Bi dang Ekonom dan Keuangan;

Bi dang Pert ahanan dan Keanmanan;

Bi dang Penbangunan Daerah dan O onom Daer ah;

: Bi dang Tekni k dan Industri;

Staf Khusus Presiden sebagaimana dinmaksud pada ayat (2)
bertanggung j awab kepada Sekretaris Kabi net.

woNe O

Pasal 3

Selain Staf Khusus Presiden sebagai mana di maksud dal am Pasal 2
ayat (2), Presiden dapat nengangkat Staf Khusus Presiden
dengan sebutan Penasehat Khusus Presiden atau U usan Khusus
Presi den yang dal am pel aksanaan tugasnya bertanggung jawab
kepada Presi den.

Staf Khusus sebagaimana dinaksud pada ayat (1) dalam
pel aksanaan tugasnya di koordi nasi kan ol eh Sekretaris Kabi net.

Pasal 4

Staf Khusus Presiden dalam nelaksanakan tugasnya wajib
mener apkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi
yang bai k dengan instansi penerintah.

Dal am rangka terwujudnya pelaksanaan tugas Staf Khusus
Presi den dengan bai k, Sekretaris Kabinet nengatur tata kerja
Staf Khusus Presiden

Pasal 5

Pengangkat an dan tugas pokok Staf Khusus Presiden ditetapkan
dengan Keput usan Presi den.

Staf Khusus Presiden dapat berasal dari Pegawai Negeri atau
bukan Pegawai Negeri

Pegawai Negeri sebagai nana di maksud pada ayat (2) terdiri dar
Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional |ndonesia, dan
Anggot a Kepol i si an Negara Republik | ndonesi a.

Pasal 6
Pegawai Negeri yang diangkat nenjadi Staf Khusus Presiden
di berhenti kan dari jabatan organi knya selama nenjadi Staf
Khusus Presiden tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai
Negeri .

Pegawai Negeri yang diangkat nenjadi Staf Khusus Presiden
tetap nenerinma gaji sebagai Pegawai Negeri

Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Staf Khusus Presiden
di nai kkan pangkatnya setiap kali setingkat |ebih tinggi tanpa
terikat jenjang pangkat, sesuai dengan Kketentuan peraturan
per undang- undangan yang ber| aku.

Pasal 7
Pegawai Negeri yang berhenti atau tel ah berakhir nmasa baktinya



sebagai Staf Khusus Presiden, diaktifkan kenbali dal amjabatan
organi knya apabi |l a bel um nencapai bat as usi a pensi un.

(2) Pegawai Negeri yang diangkat nenjadi Staf Khusus Presiden
di berhenti kan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila
telah nencapai batas wusia pensiun dan diberikan hak-hak
kepegawai annya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang ber| aku.

Pasal 8
Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus Presiden
di beri kan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan struktural
Esel on 1. a.

Pasal 9

Masa bakti Staf Khusus Presiden paling lama sama dengan nmasa
| abat an Presi den yang ber sangkut an.

Pasal 10

Staf Khusus Presiden apabila berhenti atau telah berakhir masa
bakti nya tidak diberikan pensiun dan atau pesangon.

Pasal 11
St af Khusus Presiden nendapat dukungan  adm ni strasi dari
Sekretariat Kabinet.

Pasal 12

Segal a bi aya yang di perl ukan bagi pel aksanaan tugas Staf Khusus
Presi den di bebankan kepada Anggaran Bel anja Negara c.q. Anggaran
Bel anj a Sekretariat Kabinet.

Pasal 13
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2005

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.
Dr. H SUSI LO BAMBANG YUDHOYONO



